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ABSTRAK 

 Pelayanan publik dalam dewasa ini tak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. 

Pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan 

pemerintah adalah keberadaan perpustakaan umum di setiap daerah. Pemenuhan kebutuhan 

informasi dan pendidikan oleh masyarakat juga akan terbantu dengan adanya perpustakaan 

umum daerah. Keberadaan perpustakaan umum daerah diharapkan pula mampu 

meningkatkan rasa gemar membaca bagi kalangan masyarakat. Oleh karena itu melalui 

penelitian ini penulis ingin mengukur dan mengetahui kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/KEP/25/M.PAN/2/2004 

tentang indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan mengacu pada empat belas indikator 

yang digunakkan untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat. Peneliti menggunakan 

metode kuantitatif deskriptif dengan pengambilan sampel secara purposive. Dengan 

menyebar kuesioner kepada responden sebanyak 90 orang. Dari hasil analisis data diketahui 

bahwa angka indeks kepuasan masyarakat di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 

Kabupaten Lamongan adalah 72,57 dengan predikat Baik. Empat belas unsur yang menjadi 

indikator indeks kepuasan masyarakat semuanya mendapatkan predikat Baik. Namun dengan 

hasil tersebut diharapkan untuk tidak terlalu cepat untuk berpuas diri, karena dalam penelitian 

yang telah dilakukan, peneliti juga menemukan permasalahan yang tidak bisa dianggap 

sepele. Oleh karenanya perlu untuk diadakan perbaikan terhadap kekurangan pelayanan yang 

ada di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan demi kepuasan 

masyarakat kedepanya dalam mengakses dan memanfaatkan keberadaan perpustakaan. 

 

Kata Kunci : Indeks Kepuasan Masyarakat, Perpustakaan, Pelayanan Publik 

Email : wandafathoni@live.com 
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ABSTRACT 

 

 In today's public service can not be separated from public life . Public service is a 

service provided by the government aims to meet the needs of the community . One form of 

public services provided by the government is the existence of a public library in every area . 

Meeting the needs of information and education to the community will also be helped by the 

local public library . The existence of local public libraries are expected to also be able to 

enhance the flavor like reading for the community . Therefore, through this study the authors 

wanted to measure and determine people's satisfaction with services of Library and Archives 

Lamongan regency by the Minister of State for Administrative Reform 

KEP/KEP/25/M.PAN/2/2004 number of community satisfaction index ( HPI ) with reference 

to the fourteen indicators of tools to measure community satisfaction index . Researchers 

using quantitative descriptive method with purposive sampling . With the spread of 

questionnaires to the respondents as many as 90 people . From the analysis of the data found 

that the number of community satisfaction index in the Library and Archives of Lamongan 

District is 72.57 with the title Good . Fourteen elements as indicators of community 

satisfaction index all achieved the Good . However, with the results expected to be too fast 

for complacency , because the research that has been done , the researchers also found that 

the problem can not be taken lightly . Therefore need to be held to the improvement of 

existing service deficiencies in the Library and Archives of Lamongan Regency satisfaction 

kedepanya community in accessing and utilizing their libraries . 

 

Keywords : Community Satisfaction Index , Library , Public Services 
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Pendahuluan 

 

 Sebagai wujud dari penyelenggaraan pembangunan, pemerintah dalam pasal 31 ayat 

2, pasal 32, dan pasal 38F UUD 1945, telah membangun dan menyelenggarakan 

perpustakaan sebagai sarana yang paling demokratis untuk belajar sepanjang hayat demi 

memenuhi hak masyrakat untuk memperoleh informasi melalui layanan perpustakaan guna 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut tentu senada dengan penggalan isi dari alinea 

keempat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. UU No. 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Perpustakaan 

merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan. 

Selain itu, perpustakaan sebagai bagian dari masyarakat dunia ikut serta membangun 

masyarakatinformasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dijelaskan juga pada 

Undang-Undang No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwa perpustakaan berfungsi 

sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, sumber informasi dan rekreasi untuk 

meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Perpustakaan juga bertujuan memberikan 

layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan 

dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Keberadaan perpustakaan umum 

tentu memiliki peran dalam meningkatkan minat baca masyarakat di suatu daerah. Pendanaan 

perpustakaan umum dibiayai dari pajak masyarakat yang dibayarkan ke pemerintah. Seperti 

yang tertera pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 32. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), salah satu 

kegiatan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik adalah menyusun Indeks Kepuasan 

Masyarakat sebagai tolok ukur terhadap optimalisasi kinerja pelayanan publik oleh aparatur 

pemerintah kepada masyarakat. Meninmbang hal tersebut Pemerintah melalui Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai 

tolak ukur guna menilai tingkat kepuasan pelayanan. Menurut Kep. Men. PAN Nomor : 

KEP/25/M.PAN/2/2004 terdapat 14 unsur minimal untuk mendapatkan indeks tentang 

kepuasan masyarakt atas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Seperti halnya 

keberadaan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan sebagai salah satu 

pelayanan publik di bidang informasi sudah seharusnya mampu memberikan ketersediaan 

informasi bagi masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

bagaimana indeks kepuasan masyarakat di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten 

Lamongan berdasrkan Kep. Men. PAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 yang terdapat 14 

unsur minimal untuk mendapatkan indeks tentang kepuasan masyarakat atas pelayanan yang 

diberikan oleh instansi pemerintah. 

 

Tinjauan Literatur 

Pelayanan Publik 

  

 Definisi pelayanan menurut Sondan P Siagian (1998) Pelayanan secara umum adalah 

rasa menyenangkan yang diberikan kepada orang lain disertai kemudahan-kemudahan dan 

memenuhi segala kebutuhan mereka. Dengan demikian pelayanan merupakan upaya 

memberikan kesenangan-kesengangan kepada pelanggan dengan adanya kemudahan tersebut 

pelanggan dapat memenuhi kebtuhannya. Keputusan Menteri Aparatur Negara Nomor 53 

tahun 2003 pelayanan umum atau pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan 

pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah, dan di 

lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam 

upaya pemenuhan kebutuhan masyarakan maupun dalam rangkan pelaksanaan ketentuan 
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peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya pelayanan umum yang 

dilaksanakan belum memadai yang disebabkan oleh beberapa faktor, yakni : Moenir 

(2006:40-41) 

 

1. Kurang adanya kesadaran terhadap tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung 

jawabnya. Sehingga tercipta rasa malas terhadap pekerjaanya bahkan saat menghadapi 

pengguna yang membutuhkan bantuan. 

2. Sistem, prosedur dan metode kerja yang ada tidak memadai, sehingga mekanisme 

kerja tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan tidak berjalan sebagaimana 

semestinya. 

3. Pengorganisasian tugas pelayanan yang belum serasi, sehingga terjadi simpang siur 

penanganan tugas, tumpang tindih atau tercecernya suatu tugas tidak ada yang 

menangani. 

4. Pendapatan pegawai yang tidak mencukupi memenuhi kebutuhan hidup meskipun 

secara minimal. 

5. Kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang dibebankan kepadanya. 

6. Tidak tersedianya pelayanan yang memadai. 

 

Perpustakaan 

 Pedoman Umum Penyelenggaraan Perpustakaan Umum yang diterbitkan oleh 

Perpusnas RI (1999:12)  menyebutkan perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang 

diselenggarakan di pemukiman penduduk (kota atau desa) diperuntukkan bagi semua lapisan 

dan golongan masyarakat penduduk pemukiman tersebut untuk melayani kebutuhannya 

sakan informasi dan bahan bacaan. Pengertian perpustakaan menurut Undang-Undang Nomor 

43 Tahun 2007 ialah institusi pengelola koleksi, karya tulis, karya cipta dan karya rekam 

secara profesional dengan sistem yag baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, 

pelestarian informasi dan rekreasi. Sedangkan (Sulistyo Basuki, 1992) dalam Sutarno NS 

(2006:38) mengartikan perpustakaan umum ialah perpustakaan yang didanai dari sumber 

yang berasal dari retribusi masyrakat seperti pajak dan retribusi, yang kemudian 

dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk layanan. Di Indonesia sendiri pendanaan 

perpustakaan telah diatur dalam UU No 43 tahun 2007 pasal 39 tentang perpustakaan 

menyebutkan pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan 

serta pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pendapatan dan 

belanja negara (APBN) serta belanja daerah (APBD). Keberadaan perpustakaan umum telah 

didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada masing -  masing 

daerah. Seperti yang tertera pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.  

 

Indeks Kepuasan Masyarakat 

 Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor : 

KEP/25/M.PAN/2/2004 menyusun pedoman umum mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat. 

Keputusan tersebut merupakan perkembangan dari keputusan Men.PAN Nomor : 

63/KEP/M.PAN/7/2003 yang berisi mengenai prinsip pelayanan. Yang kemudia 

dikembangkan menjadi 14 unsur “relevan, valid, reliabel. Sebagai unsur minimal yang harus 

ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM). Ke 14 unsur tersebut terdiri 

dari : 

 

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. 
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2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan 

untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya. 

3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang 

memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya). 

4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan 

pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku. 

5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung 

jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan. 

6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang 

dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat. 

7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu 

yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan. 

8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak 

membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani. 

9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta salin  

menghargai dan menghormati. 

10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya 

biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan. 

11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antarabiaya yang dibayarkan dengan 

biaya yang telah ditetapkan. 

12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 

13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, 

rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima 

pelayanan. 

14. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit 

penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat 

merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan 

dari pelaksanaan pelayanan. 

 

Metode Penelitian 

 Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dimana peneliti memilih responden 

yang sedang mengunjungi dan menggunakan layanan di Badan Perpustakaan dan Arsip 

Daerah Kabupaten Lamongan dengan ketentuan responden tersebut telah berkunjung ke 

perpustakaan minimal lebih dari satu kali. Frekuensi / rentan kunjungan ke perpustakaan 

mulai dari dua kali, tiga kali, empat kali, dan lima kali dalam sebulan. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan memilih pengunjung yang minimal telah mengunjungi perpustakaan sekali 

dalam sebulan. Penulis menggunakan rumus dengan metode purposive sampling  (Zainuddin, 

2002:58). 

  
                

                       
 

dimana : 

n  : Besar sampel 

         : Nilai Z pada derajat kepercayaan 1-a/2 (1,96) 

p  : Proporsi hal yang diteliti (0,55) 

d  : Tingkat kepercayaan atau ketepatan yang diinginkan (0,1) 

N  : Jumlah populasi (1546) 
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Analisis Data 

1 Prosedur Pelayanan 

 Sesuai dengan temuan data pada tabel 3.7 mengenai prosedur pelayanan menunujukan 

bahwa sebanyak 73,3% responden dengan frekuensi 66 orang menyatakan bahwa prosedur 

pelayan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan adalah mudah. 

Berdasarkan prosedur pelayanan yang tertuang dalam peraturan umum Badan Perpustakaan 

dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan tersebut, maka tidak mengejutkan bahwa responden 

menilai bahwa prosedur pelayanan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten 

Lamongan adalah mudah dengan presentase sebesar 73,3% atau 66 orang. Sementara 

pengunjung perpustakaan yang berhasil penulis temui memberikan alasan mengapa prosedur 

pelayanan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan dianggap mudah : 

 

“Pelayanan disini tidak rumit, pendaftaran kartu anggotanya juga sangat mudah karena di 

situs resmi perpuda Lamongan juga disediakan formulir pendaftaran yang bisa diunduh 

secara bebas oleh masyarakat.” (R-75). 

 

 Pendapat yang diungkapkan responden tersebut cukup sesuai dengan pengertian 

prosedur pelayanan menurut Moenir (2006:41-42) mengunkapkan pelayanan yang 

didambakan yakni dengan adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan 

pelayanan yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadang – kadang dibuat – buat. Dari 

beberapa teori yang penulis ungkapkan, ternyata memiliki kesesuain dengan temuan yang 

penulis dapatkan saat melakukan penelitian di lokasi.  

 

2. Persyaratan Pelayanan 

 Berdasarkan data yang terkumpul dalam tabel 3.8, menujukan bahwa 85,6% atau 77 

responden menilai bahwa persyaratan pelayanan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 

Kabupaten Lamongan adalah sesuai. Sesuai dengan persyaratan pelayanan yang ada di Badan 

Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan tersebut, maka tidak mengherankan 

bahwa 85,6% responden dengan frekuensi 77 orang beranggapan, persyaratan pelayanan 

yang ada di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan adalah sesuai. 

Sementara pengunjung perpustakaan yang berhasil penulis temui memberikan alasan 

mengapa persyaratan pelayanan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten 

Lamongan dianggap sesuai : 

 

 “Setiap pengunjung yang masuk harus mengisi buku pengunjung, begitu juga bagi yang 

membawa tas harap dititipkan kepada petugas, dan meminjam buku juga boleh pakai KTP, 

KTM mungkin “khusus warga lamogan” tetapi lebih enaknya kalo masuk perpus haya 

menunjukkan KTP atau kartu anggota perpus. Ya biar gk ribet nulis tangan.” (R-78) 

 

 Pendapat yang diungkapkan responden tersebut cukup sesuai dengan pengertian 

persyaratan pelayanan yang diungkapkan oleh Warella (1997:31) yang menyebutkan bahwa 

untuk menilai pelayanan publik dapat digunakan kriteria-kriteria antara lain (1) Adanya 

kejelasan persyaratan pelayanan baik teknis maupun administrasi, (2) Keterbukaan mengenai 

persyaratan pelayanan, (3) Efisiensi persyaratan dalam arti bahwa dibatasi pada hal-hal yang 

berkaitan langsung dengan pelayanan serta dicegah adanya pengulangan pemenuhan 

persyaratan. Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 

Kabupaten Lamongan telah memiliki persyaratan pelayanan yang memiliki kejelasan 

persyaratan baik teknik ataupun administratif. 

 

3. Kejelasan Petugas Pelayanan 



7 
 

 Data yang berhasil penulis peroleh dari hasil penelitian dilapangan menunjukkan 

bahwa 43.3% atau sebanyak 39 responden menyatakan bahwa kejelasan petugas pelayanan di 

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan adalah jelas. Sedangkan 

pengertian kejelasan petugas pelayanan dalam Keputusan Menpan No 

63/KEP/M.PAN/7/2003 yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan 

(nama, jabatan, serta kewenangan dan tanggung jawab). Seorang responden yang bersedia 

memberikan jawaban melalui kuesioner yang telah penulis sebar, menuturkan : 

 

 “Saat berkunjung ke perpus, terdapat petugas yang melayani di bagian absen, titip tas dan 

peminjaman buku.” (R-71)  

 

 Berdasarkan pengalaman responden tersebut, telah memberikan gambaran bahwa 

kejelasan petugas pelayanan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan 

telah memiliki sebagian kesesuaian pengertian dari kejelasan petugas pelayanan yakni dalam 

segi keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan layanan. Hal tersebut juga didukung 

oleh Gaspersz (1997:2) menurutnya, atribut atau dimensi yang harus diperhatikan dalam 

perbaikan kualitas pelayanan antara lain (1) Kemudahan mendapatkan pelayanan yang 

berkaitan dengan kejelasan dan kemudahan petugas yang melayani, (2) Tanggung jawab yang 

berkaitan dengan penerimaan pelayanan dan penanganan keluhan dari pelanggan eksternal.  

 

4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, sebanyak 67,8% atau 61 

responden berpendapat bahwa Kedisiplinan Petugas Pelayanan di Badan Perpustakaan dan 

Arsip Daerah Kabupaten Lamongan ialah disiplin. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu 

kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu 

kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut ternyata senada dengan apa yang responden 

ungkapkan berikut ini : 

 

 “Saat berinteraksi dengan pengunjung, petugas terlihat seksama memperhatikan.” (R-68) 

 

 Pendapat dari responden tersebut memiliki hubungan dengan apa yang diungkapkan 

oleh Morgan dan Murgatroyd (1994), beberapa kriteria persepsi pelanggan terhadap kualitas 

pelayanan antara lain (1) Reliability yaitu kemampuan untuk melaksanakan pelayanan yang 

telah dijanjikan dengan tepat waktu, (2) Credibility yaitu dapat dipercaya, jujur dan 

mengutamakan kepentingan pelanggan. Meskipun demikian kedisiplinan petugas pelayanan 

di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan belum sepenuhnya 

maksimal, hal tersebut dibuktikan dengan pendapat yang diungkapkan oleh responden berikut 

ini : 

 

 “Saya pernah datang ke perpustakaan jam 8, karena di jadwal jam 8 sudah buka ternyata 

tidak ada petugas.” (R-8). 

 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian oleh peneliti, maka bisa 

disimpulkan bahwa kedisiplinan petugas pelayanan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 

Kabupaten Lamongan adalah disiplin meski masih terdapat kekurangan yang harus menjadi 

fokus utama dalam pembenahan pelayanan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 

Kabupaten Lamongan yang berhubungan dengan kedisiplinan petugas pelayanan. 

 

5. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan 
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 Menurut Tabel 3.11 sebanyak 63 atau 67,8% responden menilai bahwa Tanggung 

Jawab Petugas Pelayanan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan 

cukup bertanggaung jawab. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan yakni kejelasan wewenang 

dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaran dan penyelesaian pelayanan. Berikut 

hasil penelitian yang diperoleh di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten 

Lamongan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam sendi-sendi pelayanan prima seperti yang 

dikutip Warella (1997 : 31) menyebutkan bahwa untuk menilai pelayanan publik yang 

berkualitas dapat digunakan kriteria-kriteria antara lain (1) Kejelasan dan kepastian unit kerja 

atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, (2) 

Keterbukaan mengenai satuan kerja/ pejabat penanggungjawab pemberi pelayanan. 

Nampaknya responden yang bersedia memberikan pendapatnya dari kuesioner yang disebar 

oleh peneliti mempunyai pandangan yang sama terhadap teori yang diungkapkan oleh 

Warella, berikut pendapat responden tersebut : 

 

“Karena sebelum masuk keruangan perpustakaan kita dianjurkan mengisi daftar hadir dan 

disitu pula bagi yang membawa tas akan disimpan oleh petugas dan petugas pun 

bertanggungjawab penuh.” (R-21) 

 

 Meskipun demikian peneliti juga menemukan responden yang memiliki pendapat 

berbeda dengan apa yang diungkapkan Warella dalam hal kejelasan dan kepastian unit kerja 

atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan. 

Responden tersebut mengungkapkan : 

 

“Ketika ada yang bertanya dimana koran, petugas tidak menunjukkan dan menyuruh 

mencari sendiri.” (R-3) 

 

 Pernyataan yang diungkapkan oleh responden tersebut merupakan salah satu faktor 

mengapa pelayanan umum belum dilaksanakan secara maksimal.  

 

6. Kemampuan Petugas Pelayanan 

 Berdasarkan data Tabel 3.12 menunjukkan sebanyak 81,1% responden atau 73 orang 

beranggapan bahwa petugas Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan 

cukup mampu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan Petugas 

Pelayanan yakni tingkat keahlian dan keterampilan yang dimilikki petugas dalam 

memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara dalam standar 

pelayanan menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 disebutkan Kompetensi 

petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, 

keterampilan, sikap, dan prilaku yang dibutuhkan. Hal tersebut nyatanya tidak beda jauh yang 

didapatkan penulis dari hasil penelitian di lapangan, beberapa responden juga memiliki 

pandangan tersendiri mengenai kemampuan petugas pelayanan diantaranya : 

 

 “Pemberian kartu katalog dibuku sudah terlihat rapi, sehingga memungkinkan pengunjung 

menemukan buku tanpa kesulitan.” (R-68) 

 

 Sementara responden yang beranggapan bahwa kemampuan petugas pelayanan belum 

mampu berpendapat : 

 

 “Pemberian kartu katalog dibuku sudah terlihat rapi, sehingga memungkinkan pengunjung 

menemukan buku tanpa kesulitan.” (R-68) 
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 Berdasarkan pendapat responden tersebut memberikan gambaran bahwa kemampuan 

petugas pelayanan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan dianggap 

masih kurang dengan presentase 8,9% atau 8 responden. Sebagaimana yang kita ketahui 

bahwa buku yang telah diletakkan di rak sejatinya letaknya berurutan berdasarkan no 

klasifikasi. Dengan rak berisi banyak buku, tentu akan membuat pengguna perpustakaan akan 

kebingungan dengan letak buku yang tidak berurutan. Padahal Morgan dan Murgatroyd 

(1994) mengemukakan beberapa kriteria persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan 

antara lain (1) Competence, yaitu menyangkut pengetahuan dan keterampilan yang 

diperlukan untuk melaksanakan pelayanan. Meskipun demikian responden masih menilai 

bahwa kemampuan petugas pelayanan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten 

Lamongan adalah mampu. 

 

7 Kecepatan Pelayanan 

 Mengacu pada Tabel 3.13 bahwa sebanyak 60 responden atau 66,7% berpendapat 

bahwa kecepatan petugas dalam memberikan layanan kepada pengguna ialah cepat. 

Kecepatan Pelayanan yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang 

telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 

Kabupaten Lamongan. Beberapa pendapat para ahli memiliki teori tersendiri, seperti yang 

diungkapkan Warella (1997 : 31) menyebutkan bahwa untuk menilai pelayanan publik yang 

berkualitas dapat digunakan kriteriakriteria antara lain (1) Keterbukaan waktu penyelesaian, 

(2) Ketepatan waktu yaitu bahwa pelaksanaan pelayanan publik dapat diseleaikan dalam 

kurun waktu yang telah ditentukan. Nampaknya teori yang dinyatakan Warella tersebut 

senada dengan apa yang diungkapkan oleh responden yang bersedia memberikan 

pendapatnya melalui kuesioner yang telah peneliti sebarkan. Berikut merupakan pendapat 

responden tersebut : 

 

 “Prosedur pelayanan seperti peminjaman, pengembalian buku ketentuanya sederhana, 

sehingga cepat untuk diselesaikan.” (R-79) 

 

 Kecepatan pelayanan seperti yang diungkapkan responden tersebut tentunya menjadi 

keinginan bagi semua pengguna pelayanan publik. Hal tersebut senada dengan yang 

dinyatakan Warella (1997:2) Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang 

berkualitas bukan merupakan hal yang baru. Masyarakat mengharapkan dalam mengurus 

kepentingan mereka pada unit-unit pelayanan publik akan memperoleh pelayanan yang 

mudah, lancar, sederhana, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, ramah, manusiawi, terdapat 

kepastian dan kejelasan prosedur, persyaratan pelayanan dengan biaya atau tarif yang masuk 

akal dan pasti atau konsisten, kenyamanan serta keterbukaan. Meskipun demikian pada 

kenyataanya masih terdapat responden (21,1%) yang mengaku bahwa kecepatan pelayanan di 

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan masih kurang cepat, hal ini 

diungkapkan oleh responden berikut ini : 

 

 “Karena saat mau membayar jajan yang saya beli, petugas terlebih dahulu mencarikan 

daftar harga.” (R-80) 

 

 Pendapat yang diungkapkan responden tersebut memberikan gambaran bahwa 

kecepatan pelayanan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan dirasa 

masih kurang cepat. Tapi nampaknya apa yang diungkapkan responden tersebut tidak 

mempengaruhi sebagian besar responden. Hal itu bisa dibuktikan bahwa 66,7% dari 60 

responden beranggapan bahwa kecepatan pelayanan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 

Kabupaten Lamongan adalah cepat. 
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8. Keadilan Mendapatkan Pelayanan 

 Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan seperti yang tertera di Tabel 

3.14, sebanyak 76,7% responden atau 69 orang menilai bahwa Keadilan Mendapatkan 

Pelayanan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan cukup adil. 

Keadilan Mendapatkan Pelayanan yakni pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan 

golongan/status masyarakat yang dilayani. Berikut merupakan hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan. menurut 

Carlson dan Schwartz (dalam Frederik Mote 2008:50) menyatakan bahwa ukuran 

komprehensif untuk servqual sektor publik antaralain (1) Fairness (keadilan) yaitu ukuran 

tingkat dimana masyarakat percaya bahwa pelayanan pemerintah disediakan sama untuk 

semua orang. Hal tersebut ternyata sesuai dengan pernyataan responden berikut ini : 

 

 “Tidak ada batasan usia dalam berkunjung ke perpus, serta meminjam buku perpus asal 

memiliki kartu anggota.” (R-66) 

 

 Dengan mendapatkan yang pelayanan yang adil tentu akan membuat pengguna 

pelayanan publik dalam hal ini pelayan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten 

Lamongan tidak merasa dibeda-bedakan dalam mengakses perpustakaan umum. Namun, 

seorang responden masih merasakan kurang adil bahwa dalam menerima pelayanan di Badan 

Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan. Berikut pernyataan responden 

tersebut : 

  

 “Pernah suatu ketika saat sedang berkunjung ke perpus, petugas mendahulukan antrian 

kepada pengunjung yang terlihat berpakaian dinas.” (R-60) 

 

9 Kesopanan dan Keramahan Petugas 

 Menurut tabel data 3.15 sebanyak 71,1% dengan frekuensi 64 responden menilai 

bahwa petugas Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan cukup sopan 

dan ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kesopanan dan Keramahan 

Petugas merupakan sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati. Menurut 

Zeithaml dkk salah satu dimensi untuk mengukur kepuasan pelanggan antara lain (1) 

Assurance yaitu kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam meyakinkan 

kepercayaan konsumen, (2) Emphaty yaitu sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai 

terhadap konsumen. Hal tersebut senada dengan apa yang diungkapkan responden berikut ini  

 

“Dalam pertemuan antara petugas dan pengunjung, petugas selalu menyapa dan berbicara 

agar kita mengisi buku pengunjung dan menitipkan barang dengan ramah.” (R-15) 

 

 Meskipun begitu peneliti masih menemukan responden yang belum merasa puas, 

yang tidak sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Zeithaml. Hal itu dibuktikan dengan 

pernyataan responden berikut : 

 

 “Petugas dalam melayani pengunjung masih terlihat berbicara dengan petugas yang lain, 

sehingga pengunjung tersebut merasa diremehkan.” (R-53). 

 

 Menyikapi hal tersebut tentunya sangat disayangkan apabila masih ditemui petugas 

dalam memberikan pelayanan, belum memenuhi aspek Assurance dan Emphaty seperti yang 

dijelaskan oleh Zeithaml.  
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10. Kewajaran Biaya Pelayanan 

 Berdasarakan data Tabel 3.16 menunjukkan 57,8% dengan frekuensi 52 responden 

menilai bahwa Kewajaran Biaya Pelayanan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 

Kabupaten Lamongan adalah wajar. Kewajaran Biaya Pelayanan merupakan keterjangkauan 

masyarakat terhadap biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan Responden yang bersedia 

memberikan pendapatnya menuturkan : 

 

 “Nominal denda yang diterapkan bagi pengunjung yang telat mengembalikan buku cukup 

murah yakni Rp 100 per hari per buku, tentunya hal tersebut tidak terlalu membebani bagi 

anggota perpustakaan yang sebagian besar adalah pelajar dan mahasiswa yang telat 

mengembalikan buku.” (R-52). 

 

 Hal tersebut tentu senada dengan apa yang diungkapkan oleh Warella diatas. Melihat 

kondisi pengguna perpustakaan yang sebagian besar adalah pelajar dan mahasiswa tentunya 

perpsuda Lamongan telah melihat terlebih dahulu kondisi masyarakat yang sebagian besar 

penggunanya ialah pelajar dan mahasiswa. Dengan nominal denda sebesar Rp. 100 tentu 

biaya denda yang ditetapkan boleh dikatakan murah oleh pengguna  perpustakaan terlebih 

pengguna Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan sebagian besar 

berasal dari kalangan pelajar ataupun mahasiswa. Meskipun demikian dengan nominal denda 

sebesar Rp 100, masih terdapat responden yang menyatakan ketidaksetujuanya terhadap 

pemberlakuan denda/biaya. Berikut merupakan pernyataan responden tersebut : 

 

“Berhubung perpustakaan umum daerah yang merupakan perpustakaan milik pemerintah 

daerah jadi sudah seharusnya tidak ada pungutan biaya dalam melayani pengguna, termasuk 

denda telat mengembalikan buku, kan perpustakaan daerah sudah dibiayai oleh 

pemerintah.” (R-77). 

 

11. Kepastian Biaya Pelayanan 

 Berdasarkan data yang tertera di Tabel 3.17, menunjukan bahwa responden sebanyak 

43 orang atau 47,8% menilai bahwa kepastian biaya pelayanan di Badan Perpustakaan dan 

Arsip Daerah Kabupaten Lamongan dianggap sesuai. Kepastian biaya pelayanan merupakan 

kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan. Beberapa 

responden yang menilai kepastian biaya pelayanan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 

Kabupaten Lamongan adalah sesuai, memiliki pendapat dalam menilai sesuai. Berikut 

merupakan pernyataan responden tersebut : 

\ 

“Denda keterlambatan dihitung dari tanggal yang telah ditentukan untuk pengembalianya, 

dan itu sesuai dengan perhitungan saya. Dan apa nantinya yang saya bayarkan sesuai 

dengan berapa lama yang terlambat dalam pengembalian buku.”(R-15) 

 

 Apa yang dinyatakan responden tersebut memiliki kesesuain dengan teori yang 

dinyatakan Warella (dalam Frederik Mote, 2008:52) menyebutkan bahwauntuk menilai 

pelayanan publik yang berkualitas dapat digunakan kriteriakriteria antara lain (1) Kejelasan 

dan kepastian mengenai rincian biaya/tarif pelayanan dan tatacara pembayarannya, (2) 

Keterbukaan mengenai rincian biaya/tarif pelayanan.  

 

12 Kepastian Jadwal Pelayanan 

 Menurut Tabel 3.18 sebanyak 49 responden atau 54,4% menilai bahwa kepastian 

jadwal pelayanan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan adalah 
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banyak tepatnya. Kepastian Jadwal Pelayanan merupakan pelaksanaan waktu pelayanan 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut Carlson dan Schwartz (dalam 

Frederik Mote, 2008 : 52) menyatakan bahwa ukuran komprehensif untuk servqual sektor 

publik antara lain (1) Reability (keandalan) yaitu menilai tingkat dimana pelayanan 

pemerintah disediakan secara benar dan tepat waktu. Responden yang berhasil ditemui oleh 

responden mengaku bahwa : 

 

 “Saya lihat sejauh ini untuk buka dan tutupnya perpustakaan sudah sesuai dengan jadwal 

waktu pelayanan.” (R-20) 

 

 Sementara pendapat berbeda diungkapkan oleh seorang responden yang menilai 

bahwa ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan yang merasa kadang-

kadang/selalu tidak tepat, berikut alasanya : 

 

“Sebelum jam kerja selesai atau jam tutup perpusnya selesai, maka terlebih dahulu 

pengunjungnya sudah disuruh keluar, mungkin petugasnya ingin cepat-cepat pulang.” (R-

78) 

 

 Menyikapi jadwal waktu pelayanan yang dianggap masih kadang-kadang tidak tepat 

oleh pengguna Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan, penulis 

beranggapan bahwa hal tersebut tentu saja tidak memberikan rasa kepuasan terhadap 

pengguna perpustakaan yang sebenarnya masih membutuhkan waktu yang lebih lama untuk 

menyelesaiakan keperluanya di perpustakaan tersebut. 

 

13. Kenyaman Lingkungan 

 Kenyaman lingkungan meliputi kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, 

rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima. Berdasarakan 

Tabel 3.19 diketahui bahwa 45 responden atau 50,0% menyatakan bahwa Kenyamanan 

Lingkungan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah kabupaten Lamongan adalah nyaman. 

menurut Gaspersz (1997:2) atribut atau dimensi yang harus diperhatikan dalam perbaikan 

kualitaspelayanan antara lain (1) Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan yang berkaitan 

dengan lokasi, ruang tempat pelayanan, kemudahan menjangkau ketersediaan informasi dan 

lain-lain, (2) Atribut pendukung pelayanan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan, 

kebersihan, ruang tunggu, fasilitas musik dan lain-lain. Responden yang berhasil temui 

memberikan pendapatnya mengenai kenyamanan lingkungan di Badan Perpustakaan dan 

Arsip Daerah Kabupaten Lamongan : 

 

 “Karena tempatnya strategis dan tempatnya pun tepat dalam pengunjung berkunjung, 

membaca, dan jaraknya tidak jauh dari rumah, tempatnya pun tidak bising dan tidak ramai 

jauh dari keramaian kota.” (R-15) 

 

 Nampaknya apa yang dikemukakan oleh responden tersebut ternyata memiliki 

kesamaan dengan teori yang diungkapkan oleh Gaspersz seperti teori yang telah penulis tulis 

di paragraf sebelumnya. Namun responden juga masih menilai bahwa kenyaman lingkungan 

di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan masih dirasa kurang, seperti 

yang diungkapkan responden berikut : 

 

 “Kalau bisa untuk anak – anak bisa disetting tempat duduk anak – anak atau lesehan aja, 

kursi yang sekarang terlalu tinggi untuk anak – anak yang masih kelas 2 dan 4 SD.” (R-36) 
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 Sebagaimana yang kita ketahui bahwa unsur kenyaman lingkungan saat kita sedang 

menggunakan perpustakaan, merupakan dambaan setiap pengunjung perpustakaan. 

Kenyamanan seperti ruang layanan yang sejuk, tidak bising merupakan hal yang sangat 

dibutuhkan pengguna perpustakaan saat sedang membaca/mengakses koleksi yang ada di 

perpustakaan.  

 

14. Keamanan Pelayanan 

 Menurut data yang tertulis di Tabel 3.20 menunjukan bahwa Keamanan Pelayanan di 

linkungan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan adalah aman. 

Keamanan Pelayanan yaitu terjaminya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara 

pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk 

mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan. 

Carlson dan Schwartz (dalam Frederik Mote 2008:52) menyatakan bahwa ukuran 

komprehensif untuk servqual sektor publik antara lain (1) Security yaitu ukuran tingkat 

dimana pelayanan yang disediakan membuat masyarakat merasa aman dan yakin ketika 

menerimanya. Beberapa responden memiliki pendapat yang sesuai dengan teori tersebut 

diantaranya : 

 

“Kunci kontak saya pernah melekat di sepeda, dan sudah diamankan petugasnya.”(R-3) 

 

 Menyikapi pendapat yang dikemukakan oleh responden tersebut telah memberikan 

gambaran mengenai tingkat keamanan yang ada di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 

Kabupaten Lamongan. Meskipun demikian terdapat responden yang menilai bahwa tingkat 

keamanan pelayanan dirasa masih kurang, berikut pernyataan responden tersebut : 

 

“Alasan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab Lamongan tidak ada petugas 

keamanan nya. Hanya terdapat tulisan di tempat parkir bahwa pengunjung harap mengunci 

kendaraan dan apabila ada kehilangan, pihak perpustakaan tidak bertanggung jawab. 

Terkesan lepas dari tanggung jawab.” (R-74) 

 

 Sebagaimana yang kita ketahui keamanan lingkungan terhadap barang bawaan yang 

kita bawa, merupakan unsur yang paling diidamkan oleh banyak orang saat mereka berada di 

suatu lokasi. Kehilangan barang merupakan hal yang sangat tidak diinginkan oleh banyak 

orang. 

 

Hasil Penelitian 
  

 Setelah semua data terkumpul dan dilakukan penghitungan seperti yang telah 

dijelaskan di bab sebelumnya, penulis akan menyajikan hasil penelitian mengenai Indeks 

Kepuasan Masyarakat di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan. 

Berikut merupakan hasil penelitian yang telah berhasil penulis olah : 

 

Tabel 

Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat  

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan. 

 

No Unsur Pelayanan Nilai Keterangan 

1 

2 

3 

Prosedur Pelayanan. 

Persyaratan Pelayanan. 

Kejelasan Petugas Pelayanan. 

2,98 

2,92 

2,93 

Baik 

Baik  

Baik 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Kedisiplinan Petugas Pelayanan. 

Tanggung Jawab Petugas Pelayanan. 

Kemampuan Petugas Pelayanan. 

Kecepatan Pelayanan. 

Keadilan mendapatkan pelayanan. 

Kesopanan dan Keramahan Petugas. 

Kewajaran Biaya Pelayanan. 

Kepastian Biaya Pelayanan. 

Kepastian Jadwal Pelayanan. 

Kenyamanan Lingkungan 

Keamanan Pelayanan 

2,74 

2,95 

2,95 

2,75 

2,96 

2,85 

3,04 

2,98 

2,92 

3,07 

2,85 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Sumber : diolah dari hasil penelitian per unsur pelayanan 

 

Penutup 

 

 Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa nilai Indeks 

Kepuasan Masyarakat di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan  

masuk dalam kategori (B) baik. 14 unsur yang menjadi indikator Indeks Kepuasan 

Masyarakat semuanya mendapatkan kategori (B) baik dengan nilai 72,57. Unsur pelayanan di 

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan  yang mendapatkan nilai 

tertinggi adalah unsur pelayanan Kenyamanan Lingkungan Pelayanan dengan skor 3,07. 

Sedangkan unsur Kedisiplinan Petugas Pelayanan mendapatkan nilai terendah dengan skor 

2,74 meskipun demikian nilai tersebut masih dalam kategori baik. Secara keseluruhan 

memang Indeks Kepuasan Masyarakat di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten 

Lamongan  adalah baik, tapi hal tersebut bukanlah menjadi jaminan kepuasan bagi pengguna 

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan  lainya apabila tidak ada 

perbaikan terhadap hal – hal yang dikeluhkan oleh masyarakat yang telah penulis jelaskan di 

bab sebelumnya. Oleh karena itu penting bagi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 

Kabupaten Lamongan  untuk segera membenahi pelayanan atau fasilitas yang masih kurang 

memuaskan pengguna perpustakaan serta tetap mempertahankan pelayanan dan fasilitas yang 

telah memberikan kepuasan bagi pengguna perpustakaan. 
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